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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Pemanfaatan tanah kas desa di Kalurahan Candibinangun, 

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ditemukan adanya 

pelanggaran pemanfaatan tanah kas desa oleh pihak swasta yang melakukan 

pembangunan tempat tinggal investasi. Adanya tempat tinggal yang 

dibangun itu melanggar Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa dalam Pasal 59 

huruf c.  Dengan demikian bahwa tidak ada kehati-hatian dan kurangnya 

pengawasan secara rinci mengenai pemanfaatan tanah kas desa itu, sehingga 

terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan banyak orang. Kurangnya 

pengetahuan pemerintah desa yang dapat dibuktikan pemerintah desa tidak 

taat terhadap peraturan. Hambatan-hambatan yang yang dialami penulis 

dalam penelitian ini berupa sulitnya berkomunikasi dengan Kalurahan 

Candibinangun karena memiliki lokasi yang cukup jauh, pihak kalurahan 

yang belum mau diwawancarai terkait tanah kas desanya, biaya, sulitnya 

untuk meminta data kepada responden karena ketidakmauan responden 

untuk berani mengungkapkan fakta, ketidakmauan diungkapkannya 

identitas responden, serta kurangnya data dikarenakan adanya proses 

peradilan yang masih berlangsung atas tanah kas desa tersebut. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat 

diberikan, pertama, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan 

menjadi krusial guna memastikan bahwa pemanfaatan tanah kas desa 

berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan manfaat 

optimal bagi masyarakat. Kedua, penting untuk memperkuat integritas 

aparat pemerintahan desa. Dalam hal ini, aparat pemerintah desa wajib 

memahami setiap regulasi guna mewakili kepentingan-kepentingan 

masyarakat umum sehingga peraturan yang ada dapat dan harus dijalankan 

dengan penuh kejujuran dan keadilan. Pemberdayaan aparat desa dalam 

menolak praktik-praktik korupsi dapat menjadi landasan utama dalam 

menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan. Ketiga, peningkatan 

kesadaran hukum melalui program edukasi menjadi kunci dalam 

membangun pondasi ketaatan terhadap aturan. Kesadaran hukum yang 

tinggi akan menjadi landasan kuat untuk melibatkan masyarakat dan aparat 

desa dalam proses pengawasan. 
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